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TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL

KELOMPOK BERMAIN MULYA INDAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang . a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan Pendidikan Anak Usia
Dini melalui partisipasi masyarakat desa dan kelurahan serta periuasan akses, di
harapkan dapat memberikan layanan yang holistik sesuai dengan masa tumbuh
kembang anak.

b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan pendidikan di
lembaga PAUD Nonformal dipandang perlu diberikan izin operasional
penyelenggaraan bagi kelompok bermain (KB) yang felah memenuhi
persyaratan.

¢. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf ‘a dan b’ di atas, periu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur.

Mengingat :1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor
59 ) tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844; ,

5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2009 standar Pendidikan Anak Usia Dini; ‘

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;
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